PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 61 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
171/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Reklame sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat
Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2009 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Reklame.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Reklame sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupater Tanah Laut,

~~ HTHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN 1 :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

Nomor SOP 61 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022
Tanggal Efektif 20 Juni 2027
Disahkan oleh Pty Kepala DP. P
Kabupaten aut,
OOAL DN PELAYANA S
DINAS PM DAN PTSP A o
\ ‘,—/ﬁ'P. 197002171990091001
Nama SOP Izin Reklame: D
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ;. o 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin
Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN REKLAME PERMANEN BERPONDASI DAN BERUKURAN DIATAS 4 M2

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara Berkas permohonan Izin| 15 -20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Reklame menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload
persyaratan melalui sistem
2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin | 15 menit |Berkas permohonan Izin
Reklame . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda Ya Reklame dan Resi Reklame yang sudah
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk /\ kelengkapannya
dilengkapi \/
Tidak
3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan Izin| 10 menit |Berkas yang sudah
| I Reklame diverifikasi
4 |Membuat Surat Pengantar untuk dimohonkan Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,
rekomendasi dari Dinas PRKPLH dan diteruskan untuk — diverifikasi Draft Surat Pengantar
diparaf | I
5 |Memaraf Surat Pengantar dan diteruskan ke Kepala Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Dinas untuk ditandatangani Surat Pengantar Surat Pengantar yang
o B sudah diparaf
6 |Menandatangani draf Surat Pengantar Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Surat Pengantar yang Surat Pengantar
sudah diparaf
7 |Mengirim Surat Pengantar beserta salinan Berkas Surat Pengantar beserta | 120 menit|Surat Pengantar beserta
permohonan Izin Reklame ke Tim Teknis Dinas PRKPLH | IL salinan berkas salinan berkas
permohonan Izin permohonan Izin
Reklame Reklame
Tidak
8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan Izin| 1 hari |BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Reklame, Surat Tugas
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak \/> untuk cek lapangan,
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan \ BAP
(BAP)
9 |Menerima Rekomendasi dari Dinas PRKPLH BAP dan Rekomendasi 20 menit [BAP dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dinas PRKPLH BAP dan Rekomendasi 20 menit |Draf Izin Reklame
dengan membuat draf Izin Reklame dan meneruskannya
ke Kabid untuk diparaf
11 |Memaraf Izin Reklame dan diteruskan ke Kepala Dinas Draf Izin Reklame 5 menit |Draf Izin Reklame yang
untuk ditandatangani sudah diparaf
1
12 |Menandatangani draf Izin Reklame Draf Izin Reklame yang| 5 menit |Izin Reklame yang
[ I sudah diparaf untuk sudah ditandatangani
ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Reklame yang 8 menit |Izin Reklame yang
stempel Izin Reklame sudah ditandatangani sudah diregistrasi, diberi
nomor, dan stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Reklame yang Izin Reklame yang siap | 8 menit [Izin Reklame yang
asli ke Front Office untuk diberikan kepada Pemohon — diarsipkan dan siap sudah diarsipkan dan
1 I diserahkan ke pemohon siap diserahkan ke
pemohon
15 |Menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon Izin Reklame yang siap | 5 menit |Izin Reklame yang siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
L1
16 |Menerima Izin Reklame (memprint atau mencetak izin Izin Reklame yang siap | 5 menit [Izin Reklame yang

reklame secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

sudah diterima




LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

PTSP

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 61 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Reklame: D

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin
Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

ketidaktepatan

waktu

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP Izin Reklame

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . ) Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin Reklame
Melakukan pendaftaran melalui online/offline
secara mandiri atau melalui pendampingan -
1 |dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data 15 - 20 menit Eeelre I;ask:n;f; dalperlksa
pemohon dan upload persyaratan melalui grapanny
sistem
. . Berkas permohonan Izin Reklame Berkas permohonan Izin Reklame
Menerima dan memeriksa berkas Ya dan Resi yang sudah diperiksa
permohonan Izin Reklame. Jika lengkap kelengkapannya
o |Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas /\ 15 menit
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap,
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Tidak \/
dilengkapi
Berkas Perizinan untuk diverifikasi Berkas Perizinan yang sudah
X X diverifikasi dan Draft Izin Reklame
3 Memverifikasi ulang berkas dan membuat draf 10 menit
izin reklame untuk diteruskan ke Kabid
]
Memaraf Izin Reklame dan diteruskan ke . . . .
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Reklame 5 menit Draf Izin Reklame yang sudah diparaf
[ I . . .
8 |Menandatangani Izin Reklame Draf Izm Reklame yang sudah diparaf 5 menit Izlm Reklame yang sudah
untuk ditandatangani ditandatangani
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan Izin Reklame yang sudah 8 menit Izin Reklame yang sudah diregistrasi,
memberikan stempel Izin Reklame | I ditandatangani diberi nomor, dan stempel
. . —
MengarS} pkan dan menyerahkan ‘Izm‘ Reklame |j Izin Reklame yang siap diarsipkan . Izin Reklame yang sudah diarsipkan
10 [(yang asli ke Front Office untuk diberikan X . 8 menit . .
dan siap diserahkan ke pemohon dan siap diserahkan ke pemohon
kepada Pemohon
L]
11 |Menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon Izin Reklame yang siap diserahkan ke 5 menit Izin Reklame yang siap diserahkan ke
pemohon pemohon
12 Menerima Izin Reklame (mencetak/memprint Izin Reklame yang siap diserahkan ke 5 menit Izin Reklame yang sudah diterima

Izin Reklame secara mandiri)

pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 62 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN SPESIALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Dokter

Umum Dan Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

KESATU

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Dokter Umum Dan Spesialis.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Dokter Umum Dan
Spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dair PElayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

-H, BAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER
UMUM DAN SPESIALIS

Nomor SOP 62 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP L e e

Nama SOP Izin Praktik:Dekter-Uinuin Pan Spesialis
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ;. o 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Dokter Umum Dan Spesialis dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN SPESIALIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . R . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pfepdaftaran me.1a1u1 onlme/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 . Praktik Dokter Umum dan |15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Spesialis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem P
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan :
{zgl li)artaklztekmzzl({)fiiil’f)z?ﬁ:iiralmsé):izlil;l.a{lizi Py Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 gxap b . . . Praktik Dokter Umum dan 15 menit Dokter Umum dan Spesialis yang
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak \/ Spesialis dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk P p grapanny
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin . .
. o X Berkas permohonan Izin Praktik
Praktik Dokter Umum dan Spesialis dengan Praktik Dokter Umum dan . I
3 . - 15 menit Dokter Umum dan Spesialis yang
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Spesialis yang sudah sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Dokter Umum dan . Berkas permohonan Izm. P?aktlk
4 . . o - " 1 60 menit Dokter Umum dan Spesialis,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Spesialis yang sudah
diverifikasi Surat Pengantar, BAP
berikan berk honan disertai d ek g
i_wimmez dani el;_ af perr:(.)ikonanrniszrtil nengan / > Berkas permohonan Izin
exomendasi persetijuan Jika permonona /\ Praktik Dokter Umum dan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika 1 hari

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Spesialis, Surat Pengantar,
BAP

Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU

AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis umum Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Dokter Umum
dan spesialis dan meneruskannya ke Kabid untuk dan Rekomendasi dan Spesialis
diparaf | I




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Pr?kFlk Dokt(?r Umum dan Spesialis Draf Izin Praktik Dokter . Draf Izin Praktik Dokter Umum
7 |umum dan spesialis dan diteruskan ke Kepala Umum dan Spesialis 5 menit dan Spesialis vane sudah diparaf
Dinas untuk ditandatangani | ] p P yang p
Draf Izin Praktik Dokter . .
Menandatangani Izin Praktik Dokter Umum dan | Umum dan Spesialis yang . lzin l?ra'knk Dokter Umum dan
8 . .. . 5 menit Spesialis yang sudah
Spesialis umum dan spesialis sudah diparaf untuk . .
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan | I 1zin Praktik Dokter Umum 1zin Praktik Dokter Umum dan
9 |memberikan stempel Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis yang sudah 8 menit Spesialis yang sudah diregistrasi,
dan Spesialis ditandatangani diberi nomor, dan stempel
1 in Prakti
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik if;ll Ps’rael;tiﬁisDog;erS[iJ;num Izin Praktik Dokter Umum dan
10 |Dokter Umum dan Spesialis yang asli ke Front an Sp yang siap 8 menit Spesialis yang sudah diarsipkan
. o diarsipkan dan siap X )
Office untuk diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Dokter Umum dan lzin PrakFlk.Dokter Umum . lzin l?ra.ktlk Dok.ter Umum dan
11 L - dan Spesialis yang siap 5 menit Spesialis yang siap diserahkan ke
Spesialis umum dan spesialis kepada Pemohon )
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis| ( ) Izin Praktik Dokter Umum Izin Praktik Dokter Umum dan
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis yang siap 5 menit

dan Spesialis secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Spesialis yang diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 63 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOTOR
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/315/2020 tentang Standar Profesi Tenaga

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku.



KEDUA

KETIGA

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Promotor
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
den Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

<H "HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA
PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 63 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Praktik:Tenaga-Promoter Kesehatan Dan Ilmu Perilaku

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/315/2020
tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Izin Praktik
Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 .. Praktik Promotor Kesehatan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . kelengkapannya
T Dan Ilmu Perilaku
dan upload persyaratan melalui sistem
Y
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Praktik Promotor Kesehatan Dan Ilmu Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Perilaku. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda /\ S P . Promotor Kesehatan Dan Ilmu
2 . ) ) . Praktik Promotor Kesehatan 15 menit . N
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Tidak \/ Dan Ilmu Perilaku dan Resi Perilaku yang sudah diperiksa
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon kelengkapannya
untuk dilengkapi
. o . - . . Berkas permohonan Izin
Menindalklanjuti hasil verifikasi be'r kas lzin Praktik | | Praktik Promotor Kesehatan Berkas permohonan Izin Praktik
Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku dengan . .
3 . Dan Ilmu Perilaku yang 15 menit Promotor Kesehatan Dan Ilmu
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk .. . i .
L . . sudah diperiksa Perilaku yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Promotor Kesehatan . Berkas permohonan Izin Praktik
4 - . e —_I° - 60 menit Promotor Kesehatan Dan Ilmu
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Dan Ilmu Perilaku yang .
. . Perilaku, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Memberikan berk: h di id ek -
rekomendasi persetuguan fika permohonan < Berkas permohonan Izin
X .. P J ‘]. p . \ Praktik Promotor Kesehatan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. . . R Dan Ilmu Perilaku, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) & ?
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
6 produk Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Promotor

Dan Ilmu Perilaku dan meneruskannya ke Kabid
untuk diparaf

dan Rekomendasi

Kesehatan Dan Ilmu Perilaku




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Draf Izin Praktik Promotor Draf Izin Praktik Promotor
7 |Dan Ilmu Perilaku dan diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan Dan Ilmu 5 menit Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
untuk ditandatangani Perilaku yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Promotor . .
Menandatangani Izin Praktik Tenaga Promotor [ | Kesehatan Dan Ilmu . zin Praktik P‘r omotor Keschatan
8 . . . 5 menit Dan Ilmu Perilaku yang sudah
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Perilaku yang sudah diparaf . .
. . ditandatangani
untuk ditandatangani
. . . . Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | k
. - Kesehatan Dan Ilmu . Dan Ilmu Perilaku yang sudah
9 |stempel Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan . 8 menit . P
. Perilaku yang sudah diregistrasi, diberi nomor, dan
Dan Ilmu Perilaku ) K
ditandatangani stempel
— . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik lj Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
. Kesehatan Dan Ilmu .
Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku . . . Dan Ilmu Perilaku yang sudah
10 R . — Perilaku yang siap 8 menit . . .
yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada .. : diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon diarsipkan dan siap ke pemohon
diserahkan ke pemohon
. . [ Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu . . .
11 . . . 5 menit Dan Ilmu Perilaku yang siap
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku kepada Pemohon Perilaku yang siap )
) diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Izin Praktik Promotor . .
Dan Ilmu Perilaku (Mencetak/memprint Izin Kesehatan Dan Ilmu Izin Praktik Promotor Keschatan
12 b 5 menit Dan Ilmu Perilaku yang diterima

Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu
Perilaku secara mandiri)

Perilaku yang siap
diserahkan ke pemohon

pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 64 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK BIDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur 1zin Praktik Bidan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Bidan.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Bidan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan'Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

- H+HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK BIDAN

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 64 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2027

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Bic‘;at;,,

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

PTSP

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Bidan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Bidan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK BIDAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Bidan kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktik Bidan. Jika lengkap Pemohon diberi / . Berkas permohonan Izin Praktik
2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back \ ]P?:arlljZi %ig:r?}gz;ag‘:;m 15 menit Bidan yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak \/ kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berkas permohonan Izin . .
. . . . . Berkas permohonan Izin Praktik
3 |Bidan dengan menyiapkan berkas dan Surat Praktik Bidan yang sudah 15 menit Bidan vane sudah diverifikasi
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar I:_I\L E:;tzi %?zr;lsh(;?lansgg;h 60 menit Berkas permohonan Izin Praktik
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . . yang Bidan, Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkgs p;rmohonan Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Bidan, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
1
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Bidan dan meneruskannya ke Kabid p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Bidan

untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Praktik Bidan dan diteruskan ke . R . Draf Izin Praktik Bidan yang

7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Praktik Bidan 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Bidan . I
8 |Menandatangani Izin Praktik Bidan | | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktik Bl[.lan yang sudah
. . ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Bidan yang . Iz.m }'—.’raktﬂ‘{ B?dar% yang sudah
9 R . . . . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Praktik Bidan sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktik Bidan yang siap Izin Praktik Bidan yang sudah
10 |Bidan yang asli ke Front Office untuk diberikan diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

1 | Izin Praktik Bid. i Izin Praktik Bid: i
. s zin Praktik Bidan yang siap . zin Praktik Bidan yang siap

11 [Menyerahkan Izin Praktik Bidan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 Menerima Izin Praktik Bidan (mencetak/memprint <b Izin Praktik Bidan yang siap 5 menit Izin Praktik Bidan yang diterima

Izin Praktik Bidan secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 65 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA GIZI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga
Gizi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Tenaga Gizi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga Gizi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

__H. HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA GIZI

Nomor SOP 65 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP L e e

Nama SOP Izin Kerja Tetega Gizi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Tenaga Gizi ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Tenaga Gizi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP 1IZIN KERJA TENAGA GIZI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin
Kerja Tenaga Gizi
Melakukan pendaftaran melalui online/offline
| |secara mandiri atau melalui pendampingan dari 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Berkas permohonan Izin
Ya Kerja Tenaga Gizi dan Resi
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Kerja Tenaga Gizi. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke 15 menit Tenaga Gizi yang sudah diperiksa
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. s . P . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja Keria Tenaga Gizi van Berkas permohonan Izin Kerja
3 |Tenaga Gizi dengan menyiapkan berkas dan Surat su dJah di e%iksa yang 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis kelengkal;annya diverifikasi
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Ber%{as permohf)r.lan Izin ' Berkas pe'rfllohonan Izin Kerja
4 . . o . | Kerja Tenaga Gizi yang 60 menit Tenaga Gizi, Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan. BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Tenaga Gizi, Surat 1 hari Rekome}; dasi ’
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Tenaga Gizi dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Tenaga Gizi

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Kerja Tenaga Gizi dan diteruskan ke . . L. . Draf Izin Kerja Tenaga Gizi yang

7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Tenaga Gizi 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Kerja Tenaga Gizi . . .
8 |Menandatangani Izin Kerja Tenaga Gizi | | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Kerja Tena'ga Gizi yang sudah
. . ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Kerja Tenaga Gizi yang . Iz'm Kerja Ten:e\ga .GlZI yang sudah
9 R R . : . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Kerja Tenaga Gizi sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Tenaga Izin Kerja Tenaga Gizi yang Izin Kerja Tenaga Gizi yang sudah
10 |Gizi yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

Menyerahkan Izin Kerja Tenaga Gizi kepada |j Iz.m K?rja Tenaga Gizi yang . Izin Kerja Tenaga Gizi yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .

Pemohon diserahkan ke pemohon

pemohon

Menerima Izin Kerja Tenaga Gizi (¢ ) Izin Kerja Tenaga Gizi yang Izin Keria Tenaga Gizi van

12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Tenaga Gizi secara siap diserahkan ke 5 menit J g yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 66 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga
Gizi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Gizi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Gizi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

. H.HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA

GIZI

Nomor SOP 66 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP L e e

Nama SOP Izin Praktik:Tenaga-Gizi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ;. o 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Tenaga Gizi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Gizi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin
Praktik Tenaga Gizi
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . Berkas untuk diperiksa
1 . 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Berkas permohonan Izin
Ya Praktik Tenaga Gizi dan
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Resi
Izin Praktik Tenaga Gizi . Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ diperiksa kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berka's permohon'ay lzin Berkas permohonan Izin Praktik
. . . Praktik Tenaga Gizi yang . ..
3 |Tenaga Gizi dengan menyiapkan berkas dan Surat sudah diperiksa 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis kelengkal;annya diverifikasi
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berka.s permohon'afl Izin ' Berkas pe'rfllohonan Izin Praktik
4 . R o : N Praktik Tenaga Gizi yang 60 menit Tenaga Gizi , Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi - .
sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkgs permohon.ap Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Tenaga Gizi , Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Tenaga Gizi dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Gizi

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Tenaga Gizi dan diteruskan Draf Izin Praktik Tenaga 5 menit Draf Izin Praktik Tenaga Gizi
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Gizi yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Tenaga . . -
8 |Menandatangani Izin Praktik Tenaga Gizi | | Gizi yang sudah diparaf 5 menit lzin Pral.<t1k Tenaga G.1 ZL yang
. . sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Tenaga Gizi . lzin Pral'{tlk 'Tenaga 9121 'yang
9 R . .. . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Tenaga Gizi yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . lj Izin Praktik Tenaga Gizi . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik . - Izin Praktik Tenaga Gizi yang
. . . . yang siap diarsipkan dan . L .
10 |Tenaga Gizi yang asli ke Front Office untuk . . 8 menit sudah diarsipkan dan siap
o siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Gizi kepada |j lzin Pr?ktlk‘ Tenaga Gizi . Izin Praktik Tenaga Gizi yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Gizi ( )} Izin Praktik Tenaga Gizi Izin Praktik Tenaga Gizi van
12 |(Mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Gizi yang siap diserahkan ke 5 menit g yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 67 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga

Sanitarian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Tenaga Sanitarian.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga Sanitarian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
daniPelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah,laut,

1. HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA
SANITARIAN

Nomor SOP 67 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Kerja Teraga Samnitatian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Tenaga Sanitarian ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Tenaga Sanitarian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin . Berkas untuk diperiksa
1 . R . 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Tenaga Sanitarian kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Kerja Tenaga Sanitarian . Jika lengkap . . .
o ) . Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Kerja
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ . - . s
2 X o . Kerja Tenaga Sanitarian 15 menit Tenaga Sanitarian yang sudah
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tdak ~——— dan, Resi diperiksa kelengk
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk an hest Iperiksa kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja Berkas permohonan Izin . .
. . . - Berkas permohonan Izin Kerja
Tenaga Sanitarian dengan menyiapkan berkas Kerja Tenaga Sanitarian . I
3 s . o 15 menit Tenaga Sanitarian yang sudah
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim yang sudah diperiksa Lo .
. diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Ber%{as permohon'an ¥zm ' Berkas pern'loh'onan Izin Kerja
4 . R o : N Kerja Tenaga Sanitarian 60 menit Tenaga Sanitarian , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi e
yang sudah diverifikasi Pengantar, BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas permohon.an ?zm ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Tenaga Sanitarian , 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
| ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Tenaga Sanitarian dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Tenaga Sanitarian

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Kerja Tenaga Sanitarian dan Draf Izin Kerja Tenaga 5 menit Draf Izin Kerja Tenaga Sanitarian
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Sanitarian yang sudah diparaf
Draf Izin Kerja Tenaga
. . e s [ | Sanitarian yang sudah . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
8 |Menandatangani Izin Kerja Tenaga Sanitarian diparaf untuk 5 menit yang sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | . . o . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Kerja Tenaga Sanitarian . Lo R
9 . . s . R 8 menit yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang sudah ditandatangani
nomor, dan stempel
—
. . . lj Izin Kerja Tenaga Sanitarian . . o
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Tenaga . LS Izin Kerja Tenaga Sanitarian
o . ) yang siap diarsipkan dan . Lo .
10 |Sanitarian yang asli ke Front Office untuk . . 8 menit yang sudah diarsipkan dan siap
o siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Kerja Tenaga Sanitarian kepada |j lzin Kepa Tf:naga Sanitarian . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
11 yang siap diserahkan ke 5 menit R )
Pemohon yang siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Tenaga Sanitarian ( ) Izin Kerja Tenaga Sanitarian Izin Keria Tenaga Sanitarian
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang siap diserahkan ke 5 menit J g

secara mandiri)

pemohon

yang diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 68 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga

Refraksionis Optisien;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Tenaga Refraksionis Optisien.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Refraksionis Optisien

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

- H.HHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
REFRAKSIONIS OPTISIEN

PTSP
TENAGA

MODAL DAN
IZIN

PENANAMAN
PROSEDUR

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 68 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2027

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Tenaga Refraksionis Optisien

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan Optometris;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Tenaga Refraksionis Optisien dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISEN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Tenaga Refraksionis Optisen kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
lzin Tenagg Ref.raks.loms Opt1§en. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Tenaga
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ L . . L. .
2 X o . Tenaga Refraksionis Optisen|15 menit Refraksionis Optisen yang sudah
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tdak \/ dan Resi diveriksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk an hest Iperiksa kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Tenaga Berkas permohonan Izin .
L X . . . Berkas permohonan Izin Tenaga
Refraksionis Optisen dengan menyiapkan berkas Tenaga Refraksionis Optisen . L. .
3 o . . 15 menit Refraksionis Optisen yang sudah
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim yang sudah diperiksa P X
. diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berkas permoh(?nel'n Izm' ' Berkas .per'mohor'lan Izin Tenaga
4 . R o : N Tenaga Refraksionis Optisen 60 menit Refraksionis Optisen, Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi P
yang sudah diverifikasi Pengantar, BAP
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ .
X .. . . Tenaga Refraksionis . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. R . . Optisen, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . Lo
6 |1zin Tenaga Refraksionis Optisen dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Tenaga Refraksionis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Optisen




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Tenaga Refraksionis Optisen dan Draf Izin Tenaga 5 menit Draf Izin Tenaga Refraksionis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Refraksionis Optisen Optisen yang sudah diparaf
Draf Izin Tenaga
s L . [ Refraksionis Optisen yang . Izin Tenaga Refraksionis Optisen
8 |Menandatangani Izin Tenaga Refraksionis Optisen lj sudah diparaf untuk 5 menit yang sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izm'Tenaga Refraksionis . lzin Tenaga Rfefra}( SIOH%S th1§en
9 . L. . Optisen yang sudah 8 menit yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Tenaga Refraksionis Optisen . .
ditandatangani nomor, dan stempel
—
. . lj Izin Tenaga Refraksionis . L. .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Tenaga Ontisen vang sia Izin Tenaga Refraksionis Optisen
10 |Refraksionis Optisen yang asli ke Front Office DUSEL. yang siap 8 menit yang sudah diarsipkan dan siap
o diarsipkan dan siap .
untuk diberikan kepada Pemohon . diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Tenaga Refraksionis Optisen |j Izm.Tenaga Relfraksmms . Izin Tenaga Refraksionis Optisen
1 kepada Pemohon Optisen yang siap 5 menit ang siap diserahkan ke pemohon
P diserahkan ke pemohon yang siap p
Menerima Izin Tenaga Refraksionis Optisen ( )} Izin Tenaga Refraksionis Izin Tenaga Refraksionis Optisen
12 |(Mencetak/memprint Izin Tenaga Refraksionis Optisen yang siap 5 menit & P

Optisen secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

yang diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 69 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA RADIOGRAFER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja

Radiografer;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Radiografer.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Radiografer sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dati Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupegten Ta Laut,

4y HoHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA RADIOGRAFER

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 69 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP Izin Kerja Radipgrafer

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

s.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Radiografer ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Radiografer dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA RADIOGRAFER

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline

secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin . Berkas untuk diperiksa
1 . . . 15 - 20 menit

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Radiografer kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Kerja Radiografer . Jika lengkap Pemohon / . Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \ i:;iaifgf;n?:f?:agazlgesi 15 menit Radiografer yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ J g diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

. e . i . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja . . Berkas permohonan Izin Kerja
R . Kerja Radiografer yang . .
3 |Radiografer dengan menyiapkan berkas dan Surat .2 15 menit Radiografer yang sudah
. . . sudah diperiksa . .
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Ber%{as pe'rmohonan Izin ' Berl?as permohonan Izin Kerja
4 . R o : N Kerja Radiografer yang 60 menit Radiografer , Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .

sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas pe.rmohonan Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Radiografer , Surat 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Kerja Radiografer dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Radiografer

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Kerja Radiografer dan diteruskan ke . . . . Draf Izin Kerja Radiografer yang
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Radiografer 5 menit sudah diparaf
Draf Izin Kerja Radiografer . . .
S . . [ | . . Izin Kerja Radiografer yang
8 |Menandatangani Izin Kerja Radiografer y:'ing sudah dll?araf untuk 5 menit sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | . . . Izin Kerja Radiografer yang
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Kerja Radiografer yang . o RS
9 R R R : . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Kerja Radiografer sudah ditandatangani
dan stempel
1
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Izin Kerja Radiografer yang Izin Kerja Radiografer yang
10 |Radiografer yang asli ke Front Office untuk siap diarsipkan dan siap 8 menit sudah diarsipkan dan siap
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Kerja Radiografer kepada |j Iz.m K?rja Radiografer yang . Izin Kerja Radiografer yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Radiografer (¢ ) Izin Kerja Radiografer yang . . .
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Radiografer secara siap diserahkan ke 5 menit lzin Kerja Radiografer yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 70 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA FISIOTERAPIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja

Fisioterapis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Kerja Fisioterapis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Fisioterapis sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

H., HHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA FISIOTERAPIS

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 70 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP Izin Kerja Fisicterapis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Pératuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Fisioterapis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Fisioterapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA FISIOTERAPIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin . Berkas untuk diperiksa
1 . s . 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Fisioterapis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Kerja Fisioterapis. Jika lengkap Pemohon / . Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \ i:;ia;izf;;: :)ahc;:?;rllzi;tsi 15 menit Fisioterapis yang sudah diperiksa
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ J p kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. e . i . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja s . Berkas permohonan Izin Kerja
. . . Kerja Fisioterapis yang . . .
3 |Fisioterapis dengan menyiapkan berkas dan Surat .. 15 menit Fisioterapis yang sudah
. . . sudah diperiksa o R
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Ber%{as 'p.f:rmoh(?nan Izin ' B.er'kas pe.rmohonan Izin Kerja
4 . . o . N Kerja Fisioterapis yang 60 menit Fisioterapis, Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi - .
sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas .pf:rmohc?nan Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Fisioterapis, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Fisioterapis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Fisioterapis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Kerja Fisioterapis dan diteruskan ke . s . . Draf Izin Kerja Fisioterapis yang

7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Fisioterapis 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Kerja Fisioterapis . S .
8 |Menandatangani Izin Kerja Fisioterapis | | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Kerja FISIO.t erapis yang sudah
. . ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Kerja Fisioterapis yang . Iz.m Kerja 1?1519ter'alpls yang sudah
9 R . . : f 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Kerja Fisioterapis sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Izin Kerja Fisioterapis yang Izin Kerja Fisioterapis yang sudah
10 |Fisioterapis yang asli ke Front Office untuk siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

Menyerahkan Izin Kerja Fisioterapis kepada |j Iz.m K?rja Fisioterapis yang . Izin Kerja Fisioterapis yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .

Pemohon diserahkan ke pemohon

pemohon

Menerima Izin Kerja Fisioterapis (¢ ) Izin Kerja Fisioterapis yang Izin Keria Fisioteranis van.

12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Fisioterapis secara siap diserahkan ke 5 menit J pis yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 71 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA TERAPIS WICARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Terapis Wicara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
danPelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

. H./HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA

TERAPIS WICARA

Nomor SOP 71 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Praktik'Tenaga-Terapis Wicara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Terapis
Wicara,;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Terapis Wicara dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA TERAPIS WICARA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa
1 .. Praktik Tenaga Terapis 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Wicara kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
lzin Praktlk. Ter.laga.Terapls Wmara - Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ . . . . .
2 X o . Praktik Tenaga Terapis 15 menit Tenaga Terapis Wicara yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, ok \/ Wi dan Resi dah diveriksa kelengk
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk leara dan Rest sudall diperixsa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .
. . . . . Berkas permohonan Izin Praktik
Tenaga Terapis Wicara dengan menyiapkan Praktik Tenaga Terapis . . .
3 . . 15 menit Tenaga Terapis Wicara yang
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Wicara yang sudah P R
: : R sudah diverifikasi
Tim Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Tenaga Terapis . Berkas permqhongn zin Praktik
4 . R o : N . 60 menit Tenaga Terapis Wicara , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Wicara yang sudah
. . Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . .
X .. . . Praktik Tenaga Terapis . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. . . R Wicara , Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |1zin Praktik Tenaga Terapis Wicara dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Terapis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Wicara




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara dan Draf Izin Praktik Tenaga 5 menit Draf Izin Praktik Tenaga Terapis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Terapis Wicara Wicara yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Tenaga Izin Praktik Tenaga Terapis
Menandatangani Izin Praktik Tenaga Terapis [ | Terapis Wicara yang sudah . . £ b
8 . ) 5 menit Wicara yang sudah
Wicara diparaf untuk . )
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: IZ{n Praktik Tenaga Terapis ' 121'11 Praktik Tenaga Te.rap.1s '
9 . . . . Wicara yang sudah 8 menit Wicara yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara . . .
ditandatangani diberi nomor, dan stempel
II I . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik i;l;;alzgakt;i Tzrilaaga Terapis Izin Praktik Tenaga Terapis
10 |Tenaga Terapis Wicara yang asli ke Front Office . yang p 8 menit Wicara yang sudah diarsipkan
o diarsipkan dan siap . .
untuk diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara 1 | 121.n Praktik Tex'laga Terapis . 121'11 Praktik Tepaga T sraps
11 Wicara yang siap 5 menit Wicara yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon '
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara (¢ ) Izin Praktik Tenaga Terapis . . .
12 |(Mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara yang siap 5 menit lzin Praktik Tenaga Terapis

Wicara secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Wicara yang diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 72 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Kerja

Okupasi Terapis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Tenaga Kerja Okupasi Terapis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan'Pzlayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

- H.HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA KERJA

OKUPASI TERAPIS

Nomor SOP 72 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

DINAS PM DAN PTSP

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Tenaga Kezja Ckupasi Terapis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Okupasi Terapis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Tenaga Kerja Okupasi 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Terapis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem b
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
lzin Tenagg Ker.Ja Qkupa51 Ter.apls - Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Tenaga
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ - . . . . .
2 X o . Tenaga Kerja Okupasi 15 menit Kerja Okupasi Terapis yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, ok \/ T s dan Resi dah diveriksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk erapis can Rest sudall diperixsa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Tenaga Berkas permohonan Izin .
. . . . . . Berkas permohonan Izin Tenaga
Kerja Okupasi Terapis dengan menyiapkan berkas Tenaga Kerja Okupasi . . . .
3 s . . 15 menit Kerja Okupasi Terapis yang
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Terapis yang sudah o .
; . sudah diverifikasi
Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Tenaga Kerja Okupasi . Berkas permoh onan 'Izm Tenaga
4 . R o : N f 60 menit Kerja Okupasi Terapis , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Terapis yang sudah
S X Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . .
X .. . . Tenaga Kerja Okupasi . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. R . . Terapis , Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |lzin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Tenaga Kerja Okupasi

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Terapis




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan Draf Izin Tenaga Kerja 5 menit Draf Izin Tenaga Kerja Okupasi
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Okupasi Terapis Terapis yang sudah diparaf
Draf Izin Tenaga Kerja Izin Tenaga Kerja Okupasi
s Menandatangani Izin Tenaga Kerja Okupasi [ | Okupasi Terapis yang 5 menit Terapis gan < {]1 dah p
Terapis sudah diparaf untuk ) p's yang .
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: lzin Tf:naga Kerja Okupasi . lzin Tf':naga Kerja OkuPas% .
9 stempel Izin Tenaga Keria Okupasi Terabis Terapis yang sudah 8 menit Terapis yang sudah diregistrasi,
P g ] p P ditandatangani diberi nomor, dan stempel
—
. . . lj Izin Tenaga Kerja Okupasi . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Tenaga Kerja Terapis vang sia Izin Tenaga Kerja Okupasi
10 |Okupasi Terapis yang asli ke Front Office untuk eTapis yang siap 8 menit Terapis yang sudah diarsipkan
o diarsipkan dan siap X .
diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis 1 | lzin T§naga Ker'Ja Okupasi . lzin T(?naga Kerj]a Olfupam
11 Terapis yang siap 5 menit Terapis yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon ¢
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis (¢ ) Izin Tenaga Kerja Okupasi . . .
12 |(mencetak/memprint Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis yang siap 5 menit lzin Tenaga Kerja Okupasi

Terapis secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Terapis yang diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 73 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA REKAM MEDIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Rekam

Medis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Rekam Medis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Rekam Medis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Peleyanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

—~H._HHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA REKAM MEDIS

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 73 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP

Izin Kerja ReKam Medis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Perekam Medis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin

Kerja Rekam Medis dan jika tidak dilaksanakan

akan mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA REKAM MEDIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Rekam Medis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Kerja Rekam Medis . Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Kerja Rekam Medis dan 15 menit Rekam Medis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

. s . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja . . Berkas permohonan Izin Kerja
. . Kerja Rekam Medis yang . X
3 |Rekam Medis dengan menyiapkan berkas dan A 15 menit Rekam Medis yang sudah
L . . sudah diperiksa P .
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Ber%{as permohon?n Izin ' Berkas pern}ohonan Izin Kerja
4 . R o : N Kerja Rekam Medis yang 60 menit Rekam Medis , Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi - .

sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas permohongn Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Rekam Medis , Surat 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Kerja Rekam Medis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Rekam Medis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Kerja Rekam Medis dan diteruskan Draf Izin Kerja Rekam 5 menit Draf Izin Kerja Rekam Medis
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Medis yang sudah diparaf
— Draf Izin Kerja Rekam . . .
8 |Menandatangani Izin Kerja Rekam Medis | | Medis yang sudah diparaf 5 menit lzin Ker_].a Rekam Med'ls yang
. . sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Kerja Rekam Medis . lzin Kerj'a Rfekam 'Meffhs 'yang
9 R R . R . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Kerja Rekam Medis yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . lj Izin Kerja Rekam Medis . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Rekam ane siap diarsipkan dan Izin Kerja Rekam Medis yang
10 |Medis yang asli ke Front Office untuk diberikan yang siap P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
siap diserahkan ke .
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Kerja Rekam Medis kepada | | Izin Kepa RF: kam Medis . Izin Kerja Rekam Medis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Rekam Medis ( ) Izin Kerja Rekam Medis Izin Keria Rekam Medis van
12 |(mencetak/memprint Izin Kerja Rekam Medis yang siap diserahkan ke 5 menit J yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 74 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Perawat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 912);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Perawat.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Perawat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
aan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kacupaten Tanah Laut,

H./HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 74 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 &

Disahkan oleh

A AT R asT S.Sos, M.Si
 197002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Peyawat-

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Perawat dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

waktu

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PERAWAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktek Perawat kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izm. Praktik Pferawat. Jika lenglliap Pemohon diberi /\ Berkas permohonan Izin ' Berkas permohonan Iz'm Braktek
2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Praktek Perawat dan Resi 15 menit Perawat yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak \/ kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
. A . . . . Berkas permohonan Izin
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktek .
. Praktek Perawat yang . Berkas permohonan Izin Praktek
3 |Perawat dengan menyiapkan berkas dan Surat o 15 menit e
L. . . sudah diperiksa Perawat yang sudah diverifikasi
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar I:ﬁ/ Berkas permohonan Izin . Berkas permohonan Izin Praktek
4 . R o : N Praktek Perawat yang 60 menit
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . t Perawat, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas permohonan Izin ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktek Perawat, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Perawat dan meneruskannya ke Kabid p ’ 20 menit Draf Izin Praktek Perawat

untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Praktik Perawat dan diteruskan ke . . Draf Izin Praktek Perawat yang

7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Praktek Perawat 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Praktek Perawat .
8 |Menandatangani Izin Praktik Perawat | | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktek Pe'rawat yang sudah
. . ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktek Perawat yang . Iz.m F?rakte}( P'e ra\fvat yang sudah
9 R . . ! 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Praktik Perawat sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktek Perawat yang Izin Praktek Perawat yang sudah
10 |Perawat yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

— .

Menyerahkan Izin Praktik Perawat kepada |j Iz.m Pr'aktek Perawat yang . Izin Praktek Perawat yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .

Pemohon diserahkan ke pemohon

pemohon

Menerima Izin Praktik Perawat ( )} 1zin Praktek Perawat yang Izin Praktek Perawat van

12 |(mencetak/memprint Izin Praktek Perawat secara siap diserahkan ke 5 menit yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 75 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Teknis Kefarmasian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Peileyanan Terpadu Satu Pintu

Kabupa’yih Laut,

e

o woBUHAIRUL RIJAL

Q“:’;\



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN
TEKNIS KEFARMASIAN

MODAL DAN PTSP
PRAKTIK TENAGA

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 75 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP Izin Praktik 'Fér(aéga‘Ték;ﬁs Kefarmasian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa

1 .. Praktik Tenaga Teknis 15 - 20 menit

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . kelengkapannya
T Kefarmasian
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
lzin Praktik Tenaga .Tek.n 1 I.(efarmasm.n. Jika Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan \ . . . . .

2 . . s . Praktik Tenaga Teknis 15 menit Tenaga Teknis Kefarmasian yang
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak \/ Kefarmasian dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk P gxapanty
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .

; . . . . Berkas permohonan Izin Praktik
Tenaga Teknis Kefarmasian dengan menyiapkan Praktik Tenaga Teknis . . .
3 . . 15 menit Tenaga Teknis Kefarmasian yang
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Kefarmasian yang sudah P R
: : . sudah diverifikasi
Tim Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Tenaga Teknis . Berkas perm'ohonan Izm‘Praknk
4 . R o : N . 60 menit Tenaga Teknis Kefarmasian,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Kefarmasian yang sudah
. . Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . .
X .. . . Praktik Tenaga Teknis . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. . . R Kefarmasian, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) & ?
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Teknis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Kefarmasian




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Mema‘raf lzin Praktik Tenag;-i Teknis Kefarmasian Draf Izin Praktik Tenaga . Draf Izin Praktik Tenaga Teknis
7 |dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk . . 5 menit . .
. X Teknis Kefarmasian Kefarmasian yang sudah diparaf
ditandatangani
Draf Izin Praktik Tenaga . . .
s Menandatangani Izin Praktik Tenaga Teknis [ | Teknis Kefarmasian yang 5 menit Z;rflaljrrr?::;:nTe:igasggzﬁls
Kefarmasian sudah diparaf untuk . y. g
. . ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | Izin Praktik Tenaga Teknis lzin Prakt.l k Tenaga Teknis
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . . Kefarmasian yang sudah
9 . . . . Kefarmasian yang sudah 8 menit .. P
stempel Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian . . diregistrasi, diberi nomor, dan
ditandatangani
stempel
—
. . . lj Izin Praktik Tenaga Teknis Izin Praktik Tenaga Teknis
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik . . .
. X . Kefarmasian yang siap . Kefarmasian yang sudah
10 |Tenaga Teknis Kefarmasian yang asli ke Front .. : 8 menit N, : .
- diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Office untuk diberikan kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Teknis l | Izin Prakt'lk Tenaga jl‘eknls ' Izin Prakt'lk Tenaga Teknls
11 Kefarmasian kepada Pemohon Kefarmasian yang siap 5 menit Kefarmasian yang siap
P diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | ( )} Izin Praktik Tenaga Teknis Izin Praktik Tenaga Teknis
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang siap 5 menit Kefarmasian yang diterima

Kefarmasian secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 76 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK APOTEKER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Apoteker;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Apoteker.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Apoteker sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayvatnan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ta/rMI‘aut,

UPHTL 5T

. H HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK APOTEKER

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 76 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

Plt. Kepala DP,
. Kabupaten Layt,
e AVAMAN | et

e

:Iﬁ.,HmRUL ®IJAL, S.Sos, M.Si
IP. 197002171990091001

Nama SOP

Izin Praktik Apotéler

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Apoteker dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK APOTEKER

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:;i:l: Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Apoteker kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktik Apoteker. Jika lengkap Pemohon diberi / . Berkas permohonan Izin Praktik
2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back \ ]P?:arlljZi ier;?s;:rn;:nlggsi 15 menit Apoteker yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak \/ P kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berkas permohonan Izin
J . Praktik Apoteker yang . Berkas permohonan Izin Praktik
3 |Apoteker dengan menyiapkan berkas dan Surat . 15 menit e
L. . . sudah diperiksa Apoteker yang sudah diverifikasi
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis kelengkapannya
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | I’I\ E:;tzi ier;?;)él;na:nlzm 60 menit Berkas permohonan Izin Praktik
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi sudah diviriﬁkasiy £ Apoteker, Surat Pengantar, BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan. BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Apoteker, Surat 1 hari Rekome}; dasi ’
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Apoteker dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Apoteker

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Praktik Apoteker dan diteruskan ke . . . Draf Izin Praktik Apoteker yang

7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Praktik Apoteker 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Apoteker . .
8 |Menandatangani Izin Praktik Apoteker | | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktik Ap'o teker yang sudah
. . ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Apoteker yang . Iz.m }'—.’raktﬂ‘{ Apote'k er yang sudah
9 R . . ; 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Praktik Apoteker sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktik Apoteker yang Izin Praktik Apoteker yang sudah
10 |Apoteker yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

— . .

Menyerahkan Izin Praktik Apoteker kepada |j Iz.m Pr'aktlk Apoteker yang . Izin Praktik Apoteker yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .

Pemohon diserahkan ke pemohon

pemohon

Menerima Izin Praktik Apoteker (¢ ) Izin Praktik Apoteker yang . .

12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Apoteker secara siap diserahkan ke 5 menit lzin Praktik Apoteker yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 77 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Ahli

Teknologi Laboratorium Medik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Ahli Teknologi

Laboratorium Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupa‘?h Laut,

'

~ wH "HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 77 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

PTSP
AHLI

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP

Izin Praktik Ahli/Teknolbgi‘Laboratorium Medik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan jika tidak dilaksanakan akan

mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan

ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . . Berkas untuk diperiksa
1 .. Praktik Ahli Teknologi 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Laboratorium Medik kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
9 Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ Praktik Ahli Teknologi 15 menit Ahli Teknologi Laboratorium
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak ok ~——— Laboratorium Medik dan Medik yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Resi kelengkapannya
dilengkapi
. o . - . . Berkas permohonan Izin
MeI}mdaklanJ}Atl hasil ver ifikasi b'e rkas Izin Praktik | | Praktik Ahli Teknologi Berkas permohonan Izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan R . . . . .
3 . Laboratorium Medik yang 15 menit Ahli Teknologi Laboratorium
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk .. . . .
L . . sudah diperiksa Medik yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Ahli Teknologi . Ber.kas permghonan Izm' Praktik
4 . R o : N R . 60 menit Ahli Teknologi Laboratorium
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Laboratorium Medik yang .
.. . Medik, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek §
emberan berkaspermohonan i dengen <> Beras ermononan
X .. P J ‘]. p . \ Praktik Ahli Teknologi . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . . 1 hari .
. . . R Laboratorium Medik, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) g ?
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . . .
6 |Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Ahli Teknologi

dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Laboratorium Medik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Draf Izin Praktik Ahli Draf Izin Praktik Ahli Teknologi
7 |Medik dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk Teknologi Laboratorium 5 menit Laboratorium Medik yang sudah
ditandatangani Medik diparaf
Draf Izin Praktik Ahli . . . .
s Menandatangani Izin Praktik Ahli Teknologi [ | Teknologi Laboratorium 5 it iZlE Prikt%k Ahl\l/; ’I;fl;nOIOgl dah
Laboratorium Medik Medik yang sudah diparaf ment avoratorium Aledlk yang shica
. . ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | Izin Praktik Ahli Teknologi E;Eoi;ilcjgirﬁhl\ljezillim:zglsu dah
9 |stempel Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Laboratorium Medik yang 8 menit o S e yang
s . : diregistrasi, diberi nomor, dan
Medik sudah ditandatangani
stempel
—
. . . . lj Izin Praktik Ahli Teknologi Izin Praktik Ahli Teknologi
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Ahli . . . .
; . . . Laboratorium Medik yang . Laboratorium Medik yang sudah
10 |Teknologi Laboratorium Medik yang asli ke Front . - . 8 menit o . .
o . siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Office untuk diberikan kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
. _— . [ Izin Praktik Ahli Teknologi Izin Praktik Ahli Teknologi
Menyerahkan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang . . . .
11 . . . . 5 menit Laboratorium Medik yang siap
Laboratorium Medik kepada Pemohon siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium | ( )} f;g;;ilgzinﬁhﬁe’zl;nc:ggl Izin Praktik Ahli Teknologi
12 |Medik (mencetak/memprint Izin Praktik Ahli yang 5 menit Laboratorium Medik yang

Teknologi Laboratorium Medik secara mandiri)

siap diserahkan ke
pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 78 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Terapis

Gigi dan Mulut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanen Terpadu Satu Pintu

Kabupate;i \T%t,

UPHTY 27
o

a5 HoHAIRUL RIUAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN
GIGI DAN MULUT

MODAL DAN PTSP
PRAKTIK TERAPIS

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 78 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Terapisi Gi gl dsn Mulut

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . R . Berkas untuk diperiksa
1 .. Praktik Terapis Gigi dan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Mulut kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
lzin Praktlk. Ter.ap1s. Gigi dan Mulut. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ . e . N
2 X o . Praktik Terapis Gigi dan 15 menit Terapis Gigi dan Mulut yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, ok \/ Mulut dan Resi dah dieriksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk wiut dan kest sudall diperixsa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .
o e . . S Berkas permohonan Izin Praktik
Terapis Gigi dan Mulut dengan menyiapkan berkas Praktik Terapis Gigi dan . s
3 o . i 15 menit Terapis Gigi dan Mulut yang
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Mulut yang sudah diperiksa Lo R
i sudah diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Terapis Gigi dan . Berka§ pe'rx'nohonan zin Praktik
4 . R o : N 60 menit Terapis Gigi dan Mulut, Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Mulut yang sudah
s N Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . s
X .. . . Praktik Terapis Gigi dan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika 1 hari .
. . . R Mulut, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . s e
6 |lzin Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Terapis Gigi dan

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Mulut




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Draf Izin Praktik Terapis 5 menit Draf Izin Praktik Terapis Gigi dan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Gigi dan Mulut Mulut yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Terapis
s Menandatangani Izin Praktik Terapis Gigi dan [ | Gigi dan Mulut yang sudah 5 menit Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut diparaf untuk Mulut yang sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: lzin Praktik Terapis Gigi . zin Praktik Terapis .Glgl. dan .
9 . . NP dan Mulut yang sudah 8 menit Mulut yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut . . .
ditandatangani diberi nomor, dan stempel
II I . . s
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik sz:rll l;;iﬁik Zﬁra;l: Gigl Izin Praktik Terapis Gigi dan
10 |Terapis Gigi dan Mulut yang asli ke Front Office L yang . p 8 menit Mulut yang sudah diarsipkan dan
oo diarsipkan dan siap . .
untuk diberikan kepada Pemohon . siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut l | Izin Praktik Terapls Gigi ' Izin Praktik T'erapl's Gigi dan
11 dan Mulut yang siap 5 menit Mulut yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon ¢
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (¢ ) Izin Praktik Terapis Gigi . . NP
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Terapis Gigi dan dan Mulut yang siap 5 menit lzin Praktik Terapis Gigi dan

Mulut secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Mulut yang diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 79 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Psikologi Klinis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Psikologi Klinis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Psikologi Klinis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
darn Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

Sk,

_H:HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG
KLINIS

Nomor SOP 79 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh

Plt. Kepala DP,
. Kabupaten Layt,
e AVAMAN | et

H. RUL KiJAL, S.Sos, M.Si
IP. 197002171990091001

Nama SOP

Izin Praktik Psikélog Klinis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Psikolog Klinis;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Psikolog Klinis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Psikolog Klinis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Praktik Psikolog Klinis. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Praktik Psikolog Klinis dan 15 menit Psikolog Klinis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berka's pell“mohona.n I on Berkas permohonan Izin Praktik

. . . Praktik Psikolog Klinis yang . . ..
3 |Psikolog Klinis dengan menyiapkan berkas dan .. 15 menit Psikolog Klinis yang sudah
L . . sudah diperiksa o R
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berka.s peljmohonap 'Izm ' Be'rkas per.mf)honan Izin Praktik
4 . R o : N Praktik Psikolog Klinis yang 60 menit Psikolog Klinis, Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .

sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkgs per‘mohonap .Iz1n ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Psikolog Klinis, 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Psikolog Klinis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Psikolog Klinis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Psikolog Klinis dan Draf Izin Praktik Psikolog 5 it Draf Izin Praktik Psikolog Klinis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Klinis ment yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Psikolog . . . .
8 |Menandatangani Izin Praktik Psikolog Klinis | | Klinis yang sudah diparaf 5 menit lzin Pral.<t1k Psikolog I'{hms yang
. . sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Psikolog Klinis . lzin Pral'{tlk 'P51ko'10g 'Khr%ls Jang
9 R . . L . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Psikolog Klinis yang sudah ditandatangani
dan stempel
II I . . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik lzin Pr.aktl(}i{. Ps&(o}iog I;hrns Izin Praktik Psikolog Klinis yang
10 |Psikolog Klinisyang asli ke Front Office untuk y:e\ng S.lap larsipxan dan 8 menit sudah diarsipkan dan siap
I siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Psikolog Klinis kepada | | Izin Pr?ktlk‘ Psikolog Klinis . Izin Praktik Psikolog Klinis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Psikolog (¢ ) Izin Praktik Psikolog Klinis . . . .
12 |Klinis(mencetak/memprint Izin Praktik Psikolog yang siap diserahkan ke 5 menit lzin Praktik Psikolog Klinis yang

Klinis secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 80 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Penata

Anestesi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Penata Anestesi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Penata Anestesi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabup*qtenyaut,

U PN

—11, HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENATA

ANESTESI

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 80 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Pafiats Anestedi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Penata Anestesi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Penata Anestesi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Penata Anestesi kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Y;

Menerima dan memeriksa berkas permohonan °

E;;E;il:ltﬁ; i??zzﬁzzjztiﬁ: (lizrflliszas /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 dit. kan ke Back Offi ‘ika tidak lengka Praktik Penata Anestesi dan 15 menit Penata Anestesi yang sudah

cruskan ke Bac e ] engkap, Tidak \/ Resi diperiksa kelengkapannya

berkas dikembalikan ke Pemohon untuk

dilengkapi

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | ]lifarll:lli I;igz;);:;;z t{ezslin Berkas permohonan Izin Praktik
3 |Penata Anestesi dengan menyiapkan berkas dan ane sudah diperiksa 15 menit Penata Anestesi yang sudah

Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis yang p diverifikasi

kelengkapannya
.. L Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
4 ll\ﬁs er;gézn;ﬁr,}:;;l;:igf:ia;?‘i:;if;ts?engantar E_l\ Praktik Penata Anestesi 60 menit Penata Anestesi, Surat Pengantar,
P yang sudah diverifikasi BAP
. ) ) Tidak va

Memberikan berkas permohonan disertai dengan /

rekomendasi persetujuan jika permohonan \ Berkas permohonan Izin
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Penata Anestesi, 1 hari Ezlr(l(i)a:nse};zr:slfhonan, BAP dan

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

| ]

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Penata Anestesi dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Penata Anestesi

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Penata Anestesi dan Draf Izin Praktik Penata 5 menit Draf Izin Praktik Penata Anestesi
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Anestesi yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Penata . . .
8 |Menandatangani Izin Praktik Penata Anestesi | | Anestesi yang sudah diparaf 5 menit lzin Pral.<t1k Penata Ar'leste51 yang
. . sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Penata Anestesi . lzin Pral'{tlk 'Penat'a A'nes'tem yang
9 R . . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Penata Anestesi yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . lj Izin Praktik Penata Anestesi . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik ane siap diarsipkan dan Izin Praktik Penata Anestesi yang
10 |Penata Anestesi yang asli ke Front Office untuk yang siap P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
o siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Penata Anestesi kepada |j lzin Pr?ktlk‘ Penata Anestesi . Izin Praktik Penata Anestesi yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Penata Anestesi (¢ ) Izin Praktik Penata Anestesi Izin Praktik Penata Anestesi van
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Penata Anestesi yang siap diserahkan ke 5 menit yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 81 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Elektromedis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Elekromedis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Elektromedis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Elektromedis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wut’

o HAGHAIRUL RIJAL

k“l“;\.



LAMPIRAN

DINAS PM DAN PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK
ELEKTROMEDIS

Nomor SOP 81 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Ekm'r-;)‘:nédlé

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Elekromedis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Elektromedis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Elektromedis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Praktik Elektromedis. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Praktik Elektromedis dan 15 menit Elektromedis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak \/ Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berka's permohonal} lzin Berkas permohonan Izin Praktik

. . Praktik Elektromedis yang . X
3 |Elektromedis dengan menyiapkan berkas dan .. 15 menit Elektromedis yang sudah
o . . sudah diperiksa o X
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berka.s permohonar'l Izin ' Berkas perx?lohonan Izin Praktik
4 . R o : N Praktik Elektromedis yang 60 menit Elektromedis, Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi - .

sudah diverifikasi BAP
) ) ] Tidak va

Memberikan berkas permohonan disertai dengan /

rekomendasi persetujuan jika permohonan \ Berkas permohonan Izin
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Elektromedis, Surat 1 hari Ezlr(l(i)a:nse};zr:slfhonan, BAP dan

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Elektromedis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Elektromedis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Elektromedis dan diteruskan Draf Izin Praktik 5 menit Draf Izin Praktik Elektromedis
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Elektromedis yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik
s . . [ | Elektromedis yang sudah . Izin Praktik Elektromedis yang
8 |Menandatangani Izin Praktik Elektromedis diparaf untuk 5 menit sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Izin Praktik Elektromedis . lzin Pral'{tlk 'Elekt'ron?ed@ yang
9 R . . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Elektromedis yang sudah ditandatangani
dan stempel
II I . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik IZ;E P;;ku;i};kt;zr;fi?i Izin Praktik Elektromedis yang
10 |Elektromedis yang asli ke Front Office untuk yang siap P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
o siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Elektromedis kepada | | Izin Pr?ktlk‘ Elektromedis . Izin Praktik Elektromedis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Elektromedis (¢ ) Izin Praktik Elektromedis Izin Praktik Elektromedis van
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Elektromedis yang siap diserahkan ke 5 menit yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 82 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
87/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang
Diselenggarakan Oleh Masyarakat sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan Di Indonesia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 580);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Pendidikan Anak

Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
an Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

TERPA /.--'l =T

_H<HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 82 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
H. RUL WiJAL, S.Sos, M.Si
IP. i97002171990091001

Nama SOP Izin Operasiof‘-all‘ perdidikai Anak Usia Dini

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing
Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . o . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Pendidikan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . . kelengkapannya
T Anak Usia Dini
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini . Jika Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ 'p - 1 . Operasional Pendidikan Anak
2 . . s . Operasional Pendidikan 15 menit .. .
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak \/ Anak Usia Dini dan Resi Usia Dini yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin .
. - s . L Berkas permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan Operasional Pendidikan . . ‘s
3 . . .. 15 menit Operasional Pendidikan Anak
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Anak Usia Dini yang sudah Usia Dini vane sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Operasional Pendidikan . Berkas.permohon.a n lzin
4 . R o : N . . 60 menit Operasional Pendidikan Anak
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Anak Usia Dini yang sudah RN
. R . Usia Dini , Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . : 1
X .. . . Operasional Pendidikan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika o 1 hari .
. . . R Anak Usia Dini , Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) & ?
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . Lo
6 |Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Operasional Pendidikan

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Anak Usia Dini




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Draf Izin Operasional Draf Izin Operasional Pendidikan
7 |Dini dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ‘s P . . 5 menit Anak Usia Dini yang sudah
. X Pendidikan Anak Usia Dini .
ditandatangani diparaf
Draf Izin Operasional . . ‘1
Menandatangani Izin Operasional Pendidikan Anak [ | Pendidikan Anak Usia Dini . Ier} Op.er-asmnal Pendidikan Anak
8 . . . 5 menit Usia Dini yang sudah
Usia Dini yang sudah diparaf untuk . -
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | Izin Operasional Pendidikan g;?aol;;irias::alsizr::dlkan Anak
9 |stempel Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Anak Usia Dini yang sudah 8 menit . y .g .
‘s . . diregistrasi, diberi nomor, dan
Dini ditandatangani
stempel
—
. . . lj Izin Operasional Pendidikan . . ‘s
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional Anak Usia Dini vane sia Izin Operasional Pendidikan Anak
10 |Pendidikan Anak Usia Dini yang asli ke Front o yang siap 8 menit Usia Dini yang sudah diarsipkan
o diarsipkan dan siap R :
Office untuk diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Operasional Pendidikan Anak 1 | lzin Ope17a519nf¢11 Pench('ilkan . Im.l Op.er'aswnal Pendl‘dlkan Anal
11 . . Anak Usia Dini yang siap 5 menit Usia Dini yang siap diserahkan
Usia Dini kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia | ( )} Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Anak
12 |Dini (mencetak/memprint Izin Operasional Anak Usia Dini yang siap 5 menit P

Pendidikan Anak Usia Dini secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Usia Dini yang diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 83 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
86/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014
tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional Pendidikan Dasar.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Pendidikan Dasar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan;Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabu’oaten Tanah Laut,

LA

/ AIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN

PENDIDIKAN DASAR

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 83 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh Plt. Kepala DP,
Kabupaten Layt,
:Iﬁ.,HmRUL ®IJAL, S.Sos, M.Si
N IP._1_9_7_002171990091001
Nama SOP Izin Operasicnal Perdidikai Dasar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing
Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pendidikan Dasar dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . o . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Pendidikan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Dasar kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Operasional Pendidikan Dasar. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas /\ P L . Operasional Pendidikan Dasar
2 X o . Operasional Pendidikan 15 menit ..
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak \/ Dasar dan Resi yang sudah diperiksa
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin .
. - . . L Berkas permohonan Izin
Operasional Pendidikan Dasar dengan menyiapkan Operasional Pendidikan . . ‘s
3 . .. 15 menit Operasional Pendidikan Dasar
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Dasar yang sudah diperiksa o .
. . yang sudah diverifikasi
Tim Teknis kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Operasional Pendidikan . Berkas.permohon.a n lzin
4 . R o : N 60 menit Operasional Pendidikan Dasar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Dasar yang sudah
diverifikasi Surat Pengantar, BAP
Memberikan berk h isertai d ek §
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \ . : 1
X .. . . Operasional Pendidikan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika 1 hari .
. . . R Dasar, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . Lo
6 |1zin Operasional Pendidikan Dasar dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Operasional Pendidikan

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Dasar




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Operasional Pendidikan Dasar dan Draf Izin Operasional 5 menit Draf Izin Operasional Pendidikan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Pendidikan Dasar Dasar yang sudah diparaf
Draf Izin Operasional
s Menandatangani Izin Operasional Pendidikan [ | Pendidikan Dasar yang 5 menit Izin Operasional Pendidikan
Dasar sudah diparaf untuk Dasar yang sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . . .
9 . ) < s Dasar yang sudah 8 menit Dasar yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Operasional Pendidikan Dasar . . P
ditandatangani diberi nomor, dan stempel
—
. . . lj Izin Operasional Pendidikan . . ‘s
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional Dasar vane siap diarsipkan Izin Operasional Pendidikan
10 |Pendidikan Dasar yang asli ke Front Office untuk - yare siap p 8 menit Dasar yang sudah diarsipkan dan
o dan siap diserahkan ke . .
diberikan kepada Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menyerahkan Izin Operasional Pendidikan Dasar l | Izin Operaswpal Pfsnchdlkan ' Izin Operasw'nal Pf:ndldlkan
11 Dasar yang siap diserahkan 5 menit Dasar yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon
ke pemohon pemohon
Menerima Izin Operasional Pendidikan ( )} Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan
12 |Dasar(mencetak/memprint Izin Operasional Dasar yang siap diserahkan 5 menit P

Pendidikan Dasarsecara mandiri)

ke pemohon

Dasar yang diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 84 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENUTUPAN JALAN UMUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
84 /DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Penutupan Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penutupan

Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan



Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Penutupan Jalan Umum.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Penutupan Jalan Umum

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah. Laut,

H. HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENUTUPAN JALAN
UMUM

Nomor SOP 84 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh

Plt. Kepala DP,
. Kabupaten Layt,
e AVAMAN | et

H. RUL KiJAL, S.Sos, M.Si
IP. 197002171990091001

Nama SOP Izin Penutupaa J&lan Umiim

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Penutupan Jalan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan




SOP IZIN PENUTUPAN JALAN UMUM

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline secara
1 mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Berkas permohonan Izin 15 - 20 (Berkas untuk diperiksa
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload Penutupan Jalan Umum menit [kelengkapannya
persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Ya .
. P . Berkas permohonan Izin
Penutupan Jalan Umum . Jika lengkap Pemohon diberi Berkas permohonan Izin Penutupan Jalan Umum van
2 |resitanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, /\ Penutupan Jalan Umum 15 menit sudah (g)l eriksa yang
jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon \/ dan Resi kelen kapann N
untuk dilengkapi Tidak grapanny:
3 |Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan ke Kabid B.e rkjas Peltlzman untuk 10 menit B.e rkjas Pelflzman yang sudah
diverifikasi diverifikasi
] . Berkas permohonan Izin
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas dengan E_l Berkas permohonan Izin ., |Penutupan Jalan Umum ,
4 . X . Penutupan Jalan Umum 120 menit
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis L X Surat Tugas untuk cek
yang sudah diverifikasi
lapangan, BAP
\Z
Melakukan cek lapangan untuk memberikan ) ¢ .
X K . . - Tidak Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau / Penutupan Jalan Umum
5 |rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui p ’ 1 hari [BAP dan Rekomendasi
X . . \ Surat Tugas untuk cek
yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
lapangan, BAP
(BAP)
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Draf Izin Penutupan Jalan
6 |Penutupan Jalan Umum dan meneruskannya ke Kabid BAP dan Rekomendasi 20 menit Umum P
untuk diparaf
7 Memaraf Izin Penutupan Jalan Umum dan diteruskan ke Draf Izin Penutupan Jalan 5 menit Draf Izin Penutupan Jalan

Kepala Dinas untuk ditandatangani

Umum

Umum yang sudah diparaf




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis Dinas Kelengkapan Waktu Output
Draf Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
8 [Menandatangani draf Izin Penutupan Jalan Umum Umum yang sudah diparaf | 5 menit P .
: . yang sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
. . . . Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . . S
9 . Umum yang sudah 8 menit |yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Penutupan Jalan Umum . .
ditandatangani nomor, dan stempel
. . 1zin Penutupan Jalan .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Penutupan Jalan Umum yang sia Izin Penutupan Jalan Umum
10 [Umum yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada [ I oum yang siap 8 menit |yang sudah diarsipkan dan
Pemohon diarsipkan dan siap siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
[ . .
. Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
Menyerahkan Izin Penutupan Jalan Umum kepada . . . .
11 Umum yang siap 5 menit |yang siap diserahkan ke
Pemohon .
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Penutupan Jalan Umum < > Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
12 [(mencetak/memprint Izin Penutupan Jalan Umum secara Umum yang siap 5 menit P

mandiri)

diserahkan ke pemohon

yang sudah diterima




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 85 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
186/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Hiburan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Hiburan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Hiburan Umum.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Hiburan Umum sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
damr Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

.~__BIHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN HIBURAN UMUM

PTSP

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 85 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP Izin Hiburan Umum'"/

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4.  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Hiburan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN HIBURAN UMUM

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara Berkas permohonan Izin| 15 -20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Hiburan Umum menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload
persyaratan melalui sistem
2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin | 15 menit |Berkas permohonan Izin
Hiburan Umum . Jika lengkap Pemohon diberi resi Ya Hiburan Umum dan Hiburan Umum yang
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Resi sudah diperiksa
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk /\ kelengkapannya
dilengkapi \/
Tidak
3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan Izin| 10 menit |Berkas yang sudah
I__l Hiburan Umum diverifikasi
4 |Membuat Surat Pengantar untuk dimohonkan Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,
rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan diteruskan — diverifikasi Draft Surat Pengantar
untuk diparaf | I
5 |Memaraf Surat Pengantar dan diteruskan ke Kepala Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Dinas untuk ditandatangani Surat Pengantar Surat Pengantar yang
o B sudah diparaf
6 |Menandatangani draf Surat Pengantar Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Surat Pengantar yang Surat Pengantar
sudah diparaf
7 |Mengirim Surat Pengantar beserta salinan Berkas Surat Pengantar beserta | 120 menit|Surat Pengantar beserta
permohonan Izin Hiburan Umum ke Tim Teknis Dinas | IL salinan berkas salinan berkas
Pariwisata permohonan Izin permohonan Izin
Hiburan Umum Hiburan Umum
Tidak
8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan Izin| 1 hari |BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Hiburan Umum, Surat
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak \/> Tugas untuk cek
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan \ lapangan, BAP
(BAP)
9 |Menerima Rekomendasi dari Dinas Pariwisata BAP dan Rekomendasi 20 menit |BAP dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dinas Pariwisata BAP dan Rekomendasi 20 menit |Draf Izin Hiburan Umum
dengan membuat draf Izin Hiburan Umum dan
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
11 |Memaraf Izin Hiburan Umum dan diteruskan ke Kepala Draf Izin Hiburan 5 menit [Draf Izin Hiburan Umum
Dinas untuk ditandatangani Umum yang sudah diparaf
1
12 |Menandatangani draf Izin Hiburan Umum Draf Izin Hiburan 5 menit [Izin Hiburan Umum
[ I Umum yang sudah yang sudah
diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Hiburan Umum 8 menit |Izin Hiburan Umum
stempel Izin Hiburan Umum yang sudah yang sudah diregistrasi,
ditandatangani diberi nomor, dan
| I stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Hiburan Umum Izin Hiburan Umum 8 menit |Izin Hiburan Umum
yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada — yang siap diarsipkan yang sudah diarsipkan
Pemohon 1 I dan siap diserahkan ke dan siap diserahkan ke
pemohon pemohon
15 |Menyerahkan Izin Hiburan Umum kepada Pemohon Izin Hiburan Umum 5 menit [Izin Hiburan Umum
yang siap diserahkan ke yang siap diserahkan ke
l_j pemohon pemohon
16 |Menerima Izin Hiburan Umum (memprint atau Izin Hiburan Umum 5 menit [Izin Hiburan Umum

mencetak Izin Hiburan Umum secara mandiri)

yang siap diserahkan ke
pemohon

yang sudah diterima




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 99 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM
DAERAH KABUPATEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
63/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan

Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Sumbangan

Dalam Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabuapaten Tanah Laut,

'H7HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGUMPULAN
SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 99 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP

Izin Pengumpulaﬂsuinbangén Dalam Daerah Kabupaten

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non

perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . Berkas untuk diperiksa
1 .. Pengumpulan Sumbangan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
T Dalam Daerah Kabupaten
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 Kabupaten . Jika lengkap Pemohon diberi resi /\ Pengumpulan Sumbangan 15 menit Pengumpulan Sumbangan Dalam
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Tidak \/ Dalam Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten yang sudah
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke dan Resi diperiksa kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
. o . - . Berkas permohonan Izin .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin
Pengumpulan Sumbangan
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah . Pengumpulan Sumbangan Dalam
3 . Dalam Daerah Kabupaten 15 menit
Kabupaten dengan menyiapkan berkas dan Surat L Daerah Kabupaten yang sudah
L - . yang sudah diperiksa PP
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | I’I\ Pengumpulan Sumbangan 60 menit Pengumpulan Sumbangan Dalam
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Dalam Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten , Surat
yang sudah diverifikasi Pengantar, BAP
Memberikan berk honan disertai d ek §
emberikan berkas permohonan isertai dengan / Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan \
X .. . . Pengumpulan Sumbangan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika 1 hari .
. R . . Dalam Daerah Kabupaten , Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Peneantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) g ?
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Draf Izin Pengumpulan
6 Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Berkas permohonan, BAP 20 menit Sumbangan Dalam Daerah

Kabupaten dan meneruskannya ke Kabid untuk
diparaf

dan Rekomendasi

Kabupaten




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Draf Izin Pengumpulan Draf Izin Pengumpulan
7 |Daerah Kabupaten dan diteruskan ke Kepala Sumbangan Dalam Daerah 5 menit Sumbangan Dalam Daerah
Dinas untuk ditandatangani Kabupaten Kabupaten yang sudah diparaf
Draf Izin Pengumpulan
. — Sumbangan Dalam Daerah Izin Pengumpulan Sumbangan
8 Menandatangani lzin Pengumpulan Sumbangan | | Kabupaten yang sudah 5 menit Dalam Daerah Kabupaten yang
Dalam Daerah Kabupaten . . .
diparaf untuk sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | Izin Pengumpulan Izin Pengumpulan Sumbangan
. Sumbangan Dalam Daerah . Dalam Daerah Kabupaten yang
9 |stempel Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam 8 menit . s g
Kabupaten yang sudah sudah diregistrasi, diberi nomor,
Daerah Kabupaten . .
ditandatangani dan stempel
| .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin lj Izin Pengumpulan Izin Pengumpulan Sumbangan
Sumbangan Dalam Daerah
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah . . Dalam Daerah Kabupaten yang
10 . Kabupaten yang siap 8 menit . )
Kabupaten yang asli ke Front Office untuk . . sudah diarsipkan dan siap
- diarsipkan dan siap .
diberikan kepada Pemohon . diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
— Izin Pengumpulan .
Menyerahkan Izin Pengumpulan Sumbangan 1 | Sumbangan Dalam Daerah . lzin Pengumpulan Sumbangan
11 . 5 menit Dalam Daerah Kabupaten yang
Dalam Daerah Kabupaten kepada Pemohon Kabupaten yang siap . .
. siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menerin lin Pengumpulan Sumbengan elam | Sumbangan Dalam Dacrah I7in Pengumpulan Sumbangan
12 p p g 5 menit Dalam Daerah Kabupaten yang

Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah
Kabupaten secara mandiri)

Kabupaten yang siap
diserahkan ke pemohon

diterima pemohon




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 86 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
152/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Membuka Tanah a.lzin Perubahan Penggunaan Tanah sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan
Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 331);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 -
2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016
Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Izin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Kebijakan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tangh Laut,

~-H. HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 86 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIvKL, S.Sos, M.Si
. 197002171990091001

Nama SOP

Izin Penyelenggafaarl Kébljakan Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 — 2036;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan jika tidak
dilaksanakan akan = mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan,;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . ) i . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Surat Penyelenggaraan 15 - 20 |Berkas untuk diperiksa kelengkapannya
Melakukan pendaftaran melalui online dan offline secara Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan menit
1 mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP Tanah
dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan
melalui sistem
Berkaspermohonan Surat Penyelenggaraan Berkas permohonan Surat
X i Ya Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan
Menerima dan memerlksa berkas permohonan Surat Tanah yang sudah dilengkapi dengan Pertek dan Pemanfaatan Tanah yang sudah
Penyelenggaraan Kel?ljakan P.enggunaan dan Pemanfaatan /\ dari BPN dilengkapi dengan Pertek dari BPN yang
9 Tanah yang sudah dilengkapi Qengan Pertek dar1ABPN Tanah 15 menit |sudah diperiksa kelengkapannya
Laut. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan Tidak \/
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti isi pertek dari BPN dengan membuat draf | Berlias permohonan Surat Penyelenggaraan
. Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan ..
Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan X . ., |Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan
3 . Tanah yang sudah dilengkapi dengan Pertek | 20 menit
Pemanfaatan Tanah dan meneruskannya ke Kabid untuk . Lo Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
. dari BPN yang sudah diperiksa
diparaf
kelengkapannya
1
Memaraf Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan ) Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan
4 |Pemanfaatan Tanah dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
X R Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah X
ditandatangani yang sudah diparaf
Menandatangani draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan ) Surat Penyelenggaraan Kebijakan
5 Penceunaan dan Pemanfaatan Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
geu || I sudah diparaf untuk ditandatangani yang sudah ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Surat Penyelenggaraan Kebijakan Surat Penyelenggaraan Kebijakan
» .. |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6 [Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 8 menit L P
. . yang sudah diregistrasi, diberi nomor,
Pemanfaatan Tanah sudah ditandatangani
dan stempel
Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Penyelenggaraan Surat Penyelenggaraan Kebijakan Surat Penyelenggaraan Kebijakan
. . — Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang ., |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
7 |Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang asli ke . S X . 8 menit L .
o siap diarsipkan dan siap diserahkan ke yang sudah diarsipkan dan siap
Front Office untuk diberikan kepada Pemohon R
pemohon diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan [ I Surat Penyelenggaraan Kebijakan ] Surat Penyelenggaraan Kebijakan
8 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
dan Pemanfaatan Tanah kepada Pemohon . X . .
siap diserahkan ke pemohon yang siap diserahkan ke pemohon
. . Surat Penyelenggaraan Kebijakan Surat Penyelenggaraan Kebijakan
9 Menerima Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan < > Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan Tanah

siap diserahkan ke pemohon

yang sudah diterima




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 87 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
148 /DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur
Sertifikat Laik Sehat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1106);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

: Format Standar Operasional Prosedur Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah, Laut,

1 HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 87 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP Sertifikat Produkei Pahgah Indtstri Rumah Tangga

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline Berkas
1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari permohonanSertifikat 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Produksi Pangan Industri kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem Rumah Tangga
Ya
Menerima dan memeriksa berkas
permohonanSertifikat Produksi Pangan Industri Berkas Berkas permohonansSertifikat
9 Rumah Tangga. Jika lengkap Pemohon diberi resi /\ permohonansSertifikat 15 menit Produksi Pangan Industri Rumah
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Tidak \/ Produksi Pangan Industri Tangga yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Rumah Tangga dan Resi kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkasSertifikat Berkas
. J . | | permohonansSertifikat Berkas permohonanSertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan . . . . .
3 . Produksi Pangan Industri 15 menit Produksi Pangan Industri Rumah
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk e .
L . . Rumah Tangga yang sudah Tangga yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis ..
diperiksa kelengkapannya
Berkas
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar l - L permohqnanSertlﬁkat ' ' Berkas PermohonanSertlﬁkat
4 kepada Tim Teknis untuk diverifikasi N Produksi Pangan Industri 60 menit Produksi Pangan Industri Rumah
P Rumah Tangga yang sudah Tangga, Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
. ) ) Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas
rékom?gdas1 persetujuan _]%ka permol}onan \ permohqnanSertlﬁkat . ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Produksi Pangan Industri 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Rumah Tangga, Surat
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengantar, BAP
| ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat
6 drafSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Berkas permohonan, BAP 20 menit DrafSertifikat Produksi Pangan

Tangga dan meneruskannya ke Kabid untuk
diparaf

dan Rekomendasi

Industri Rumah Tangga




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Sertifikat Produksi Pangan Industri DrafSertifikat Produksi DrafSertifikat Produksi Pangan
7 |Rumah Tangga dan diteruskan ke Kepala Dinas Pangan Industri Rumah 5 menit Industri Rumah Tangga yang
untuk ditandatangani Tangga sudah diparaf
DrafSertifikat Produksi Sertifikat Produksi Pangan
Menandatangani Sertifikat Produksi Pangan [ | Pangan Industri Rumah . R £
8 . . 5 menit Industri Rumah Tangga yang
Industri Rumah Tangga Tangga yang sudah diparaf . )
. . sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | Sertifikat Produksi Pangan Isrf;zil‘i{r?;iﬁiik;;ganagazn
9 |stempel Sertifikat Produksi Pangan Industri Industri Rumah Tangga 8 menit . R .gg y g
. . sudah diregistrasi, diberi nomor,
Rumah Tangga yang sudah ditandatangani
dan stempel
l_ . .
. . lj Sertlﬁkz.it Produksi Pangan Sertifikat Produksi Pangan
Mengarsipkan dan menyerahkan Sertifikat Industri Rumah Tangga .
. X . . L . Industri Rumah Tangga yang
10 |Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang asli yang siap diarsipkan dan 8 menit - .
. - X . sudah diarsipkan dan siap
ke Front Office untuk diberikan kepada Pemohon siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
. . . [ | Sertlﬁkfjlt Produksi Pangan Sertifikat Produksi Pangan
Menyerahkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Industri Rumah Tangga . . .
11 . . 5 menit Industri Rumah Tangga yang siap
Rumah Tangga kepada Pemohon yang siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Sertifikat Produksi Pangan Industri Sertifikat Produksi Pangan i .
Rumah Tangga(mencetak/memprint Sertifikat Industri Rumah Tangga Sertifikat Produksi Pangan
12 &8 p 88 5 menit Industri Rumah Tangga yang

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga secara
mandiri)

yang siap diserahkan ke
pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 88 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Laut Nomor 445/849-Yankes/Dinkes/2021 tanggal 27
oktober 2021 perihal Pendelegasian Izin Penyehat Tradisional,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Terdaftar

Penyehat Tradisional;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun
2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

: Format Standar Operasional Prosedur Surat Terdaftar Penyehat

Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanian Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

HHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT
PENYEHAT TRADISIONAL

DAN PTSP
TERDAFTAR

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 88 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP Surat Terdaftar Pén;v ehidt Tradisional

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Terdaftar Penyehat Tradisional dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.eljldaftaran me-1a1u1 onlme‘/ offline ) Berkas permohonan Surat o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . Berkas untuk diperiksa

1 .. Terdaftar Penyehat 15 - 20 menit

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . kelengkapannya
T Tradisional
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional . Jika Berkas permohonan Surat Berkas permohonan Surat
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ P . Terdaftar Penyehat Tradisional

2 . . s . Terdaftar Penyehat 15 menit T
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tdak \/ Tradisional dan Resi yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Surat Berkas permohonan Surat

. Berkas permohonan Surat
Terdaftar Penyehat Tradisional dengan Terdaftar Penyehat . ..

3 . . 15 menit Terdaftar Penyehat Tradisional
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Tradisional yang sudah ang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang

Berkas permohonan Surat
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Terdaftar Penyehat . Berkas permohonan Sur? t
4 . R o : N . 60 menit Terdaftar Penyehat Tradisional ,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Tradisional yang sudah
o . Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Surat
rekomendasi persetujuan jika permohonan \
X .. . . Terdaftar Penyehat . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika .. 1 hari .
. . . R Tradisional , Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) & ?
[ ]
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
6 |Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Surat Terdaftar Penyehat

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Tradisional




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:;i:l: Kelengkapan Waktu Output
Mema‘raf Surat Terdaftar Pe1-'1yehat Tradisional Draf Surat Terdaftar . Draf Surat Terdaftar Penyehat
7 |dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk . . 5 menit L. .
. X Penyehat Tradisional Tradisional yang sudah diparaf
ditandatangani
Draf Surat Terdaftar
s Menandatangani Surat Terdaftar Penyehat [ | Penyehat Tradisional yang 5 it ?urgt Terdf ftar Pen}:hl’;a t
Tradisional sudah diparaf untuk ment 'ra 1siona ya.n £ suca
. . ditandatangani
ditandatangani
. . . . E: Surat Terdaftar Penyehat Sura.t Terdaftar Penyehat
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Tradisional vane sudah 8 menit Tradisional yang sudah
stempel Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ditandatan ;’ni g diregistrasi, diberi nomor, dan
g stempel
—
. lj Surat Terdaftar Penyehat Surat Terdaftar Penyehat
Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Terdaftar Tradisional yang siap Tradisional yang sudah
10 |Penyehat Tradisional yang asli ke Front Office .. f 8 menit L. j .
untuk diberikan kepada Pemohon diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
P diserahkan ke pemohon ke pemohon
[ Surat Terdaftar Penyeh:
.. yehat Surat Terdaftar Penyehat
11 ll\ﬁs ergg;ﬁl:::hiirat Terdaftar Penyehat Tradisional Tradisional yang siap 5 menit Tradisional yang siap diserahkan
P diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menerima Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ( )} Surat Terdaftar Penyehat Surat Terdaftar Penyehat
12 |(mencetak/memprint Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang siap 5 menit Tradisional yang diterima

Tradisional secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 89 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TATA RUANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
176/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur
Surat Keterangan Tata Ruang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur

Surat Keterangan Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 -
2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016
Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Keterangan Tata Ruang.



KEDUA

KETIGA

: Format Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Tata Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayairan Terpadu Satu Pintu
Kabupéaten Tanah Laut,

-~ " HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TATA

RUANG

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 89 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP Surat Keterangai: TAté Riang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 — 2036;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Tata Ruang dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP SURAT KETERANGAN TATA RUANG

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output

1 |Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara Berkas permohonan 15 - 20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Surat Keterangan Tata menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload Ruang
persyaratan melalui sistem

2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat Berkas permohonan 15 menit |Berkas permohonan
Keterangan Tata Ruang . Jika lengkap Pemohon diberi Ya Surat Keterangan Tata Surat Keterangan Tata
resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, Ruang dan Resi Ruang yang sudah
jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon /\ diperiksa
untuk dilengkapi \/ kelengkapannya

Tidak
3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan 10 menit |Berkas yang sudah
Surat Keterangan Tata diverifikasi
I__l Ruang

4 |Membuat Surat Permohonan pertimbangan teknis Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,

(Pertek) dan diteruskan untuk diparaf — diverifikasi Draft Surat Permohonan
| I Pertimbangan Teknis
(Pertek)

5 |Memaraf Surat Permohonan pertimbangan teknis Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
(Pertek) dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk Surat Permohonan Surat Permohonan
ditandatangani | |_9| = Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis

(Pertek) (Pertek) yang sudah
diparaf

6 |Menandatangani draf Surat Keterangan Tata Ruang Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Surat Permohonan pertimbangan teknis (Pertek) Surat Permohonan Surat Permohonan

Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis
(Pertek) yang sudah (Pertek)
diparaf

7 |Mengirim Permohonan Pertek beserta salinan surat Permohonan Pertek 120 menit|Permohonan Pertek
permohonan Surat Keterangan Tata Ruang ke Tim I_ IL beserta salinan surat beserta salinan surat
Teknis Dinas PUPRP permohonan Surat permohonan Surat

Keterangan Tata Ruang Keterangan Tata Ruang
Tidak

8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan 1 hari |BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Surat Keterangan Tata
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak \/> Ruang , Surat Tugas
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan \ untuk cek lapangan,

(BAP) BAP

9 |Menerima Surat Permohonan pertimbangan teknis BAP dan Rekomendasi 20 menit |Surat Permohonan

(Pertek) dari Dinas PUPRP Pertimbangan Teknis
(Pertek)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti Surat Permohonan pertimbangan Surat Permohonan 20 menit |Draf Surat Keterangan
teknis (Pertek) dari Dinas PUPRP dengan membuat draf Pertimbangan Teknis Tata Ruang
Surat Keterangan Tata Ruang dan meneruskannya ke (Pertek)
Kabid untuk diparaf
11 |Memaraf Surat Keterangan Tata Ruang dan diteruskan Draf Surat Keterangan 5 menit [Draf Surat Keterangan
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Tata Ruang Tata Ruang yang sudah
diparaf
1
12 |Menandatangani draf Surat Keterangan Tata Ruang Draf Surat Keterangan 5 menit |Surat Keterangan Tata
[ I Tata Ruang yang sudah Ruang yang sudah
diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Surat Keterangan Tata 8 menit |Surat Keterangan Tata
stempel Surat Keterangan Tata Ruang Ruang yang sudah Ruang yang sudah
ditandatangani diregistrasi, diberi
| I nomor, dan stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tata Surat Keterangan Tata 8 menit |Surat Keterangan Tata
Ruang yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada — Ruang yang siap Ruang yang sudah
Pemohon 1 I diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
15 |Menyerahkan Surat Keterangan Tata Ruang kepada Surat Keterangan Tata 5 menit [Surat Keterangan Tata
Pemohon Ruang yang siap Ruang yang siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
l_j
16 |Menerima Surat Keterangan Tata Ruang Surat Keterangan Tata 5 menit [Surat Keterangan Tata

Ruang yang siap
diserahkan ke pemohon

Ruang yang sudah
diterima




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 90 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN BERUSAHA (SKB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
151/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur
Surat Keterangan Berusaha (SKB) sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
dalam Penerimaan Retribusi Daerah perlu mengganti keputusan
kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor 151/DPMPTSP/2021
tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan
Berusaha (SKB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur

Surat Keterangan Berusaha (SKB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan
Usaha;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Keterangan Berusaha (SKB).



KEDUA

KETIGA

: Format Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Berusaha (SKB)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tan aut,

41 HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT

BERUSAHA (SKB)

DAN PTSP
KETERANGAN

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 90 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP

Surat Keterangai: Bérusaha (SKB)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap
Badan Usaha.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Berusaha (SKB) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT KETERANGAN BERUSAHA (SKB)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . Kepala Bendahara
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Dinas Penerimaan Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan
. . produk Surat
Melakukan pendafta}r‘an melalui or.lhne dan Keterangan Berusaha
offline secara mandiri atau melalui Berkas untuk dineriksa
1 |pendampingan dari petugas DPMPTSP 15 - 20 menit Kkelenekapann ap
dengan mengisi data pemohon dan upload gxap 4
persyaratan melalui sistem
Berkas permohonan
Menerima dan memeriksa berkas va produk Surat Berkas permohonan
permohonan produk Surat Keterangan Keterangan Berusaha P
. . . dan Resi produk Surat Keterangan
9 Berusaha. Jika lengkap Pemohon diberi resi /\ an 15 menit Bertsahe vang stideh
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back <~ diperiksa yang
Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak keri)en Kapannva
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi gap 4
3 |Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Berkas permohonan 10 menit Berkas permohonan
4 Membuat draf produk Surat Keterangan | ] Draf produk Surat 5 menit Draf produk Surat
Berusaha dan meneruskannya ke Kabid Keterangan Berusaha Keterangan Berusaha
Memaraf produk Surat Keterangan Berusaha L‘ Draf produk Surat
; . Draf produk Surat .
5 |dan diteruskan ke Kepala Dinas Untuk 5 menit Keterangan Berusaha
R . Keterangan Berusaha .
Ditandatangani yang sudah diparaf
. ll I Draf peroduk Surat produk Surat Keterangan
Menandatangani produk Surat Keterangan Keterangan Berusaha .
6 . 5 menit Berusaha yang sudah
Berusaha yang sudah diparaf ditandataneani
untuk ditandatangani &
. . . Produk Surat Produk Surat Keterangan
Meregistrasi, memberikan nomor, dan Keterangan Berusaha Berusaha yang sudah
7 |memberikan stempel produk Surat & 8 menit yang

Keterangan Berusaha

yang sudah
ditandatangani

diregistrasi, diberi
nomor, dan stempel




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid K¢=:pa1a Bend?.hara Kelengkapan Waktu Output
Dinas Penerimaan
Mengarsipkan dan menyerahkan produk Produk Surat Produk Surat Keterangan
) Keterangan Berusaha
Surat Keterangan Berusaha yang asli ke . i . Berusaha yang sudah
8 . yang siap diarsipkan dan 8 menit L .
Front Office untuk diberikan kepada . . diarsipkan dan siap
siap diserahkan ke .
Pemohon diserahkan ke pemohon
| I pemohon
Menyerahkan bukti penyerahan berkas Produk Surat
Surat Keterangan Berusaha kepada .
. . Keterangan Berusaha Bukti penyerahan berkas
pemohon untuk pembayaran retribusi L .
9 R | yang sudah diarsipkan 5 menit Surat Keterangan
pelayanan persampaha/kebersihan yang . .
o dan siap diserahkan ke Berusaha
dikaitkan dengan Surat Keterangan
pemohon
Berusaha
1]
Menerima dan memperlihatkan bukti Bukti penyerahan Bukti penyerahan berkas
10 |penyerahan berkas Surat Keterangan berkas Surat Keterangan 5 menit Surat Keterangan
Berusaha kepada Bendahara Penerimaan Berusaha Berusaha
Kwitansi lunas
pembayaran retribusi
Menerima bukti penyerahan berkas Surat — Bukti penyerahan pelayanan
11 |Keterangan Berusaha untuk kemudian l I berkas Surat Keterangan 15 menit persampahan/kebersiha
memberikan kwitansi lunas kepada pemohon Berusaha n yang dikaitkan dengan
Surat Keterangan
Berusaha
. . . . . Kwitansi lunas
Menerima kwitansi lunas pembayaran Surat Kwitansi lunas . .
h . . pembayaran retribusi
Keterangan Berusaha dari Bendahara pembayaran retribusi
Penerimaan untuk kemudian pelayanan persampahan pelayanan
12 . ] . 5 menit persampahan/kebersiha
memperlihatkannya kepada petugas front kebersihan yang s
. . I n yang dikaitkan dengan
office untuk klaim pengambilan Surat dikaitkan dengan Surat
Surat Keterangan
Keterangan Berusaha Keterangan Berusaha
Berusaha
Mengecek kwitansi lunas pembayaran untuk — Produk Surat Keterangan
13 |kemudian menyerahkan Surat Keterangan l I Kwitansi lunas 5 menit Berusaha yang siap
Berusaha kepada pemohon diserahkan ke pemohon
Menerima produk Surat Keterangan < > Erezglilils;lnra];erusaha Produk Surat Keterangan
14 |Berusaha (mencetak/memprint Surat & 5 menit Berusaha yang sudah

Keterangan Berusaha secara mandiri)

yang siap diserahkan ke
pemohon

diterima




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 91 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN
(BPKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
141 /DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Bukti
Pencatatanan Kapal Perikanan (BPKP) sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pencatatanan Kapal

Perikanan (BPKP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Pencatatanan Kapal Perikanan (BPKP).

: Format Standar Operasional Prosedur Pencatatanan Kapal Perikanan

(BPKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ta Laut,

1 AAAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BUKTI
KAPAL PERIKANAN (BPKP)

DAN PTSP
PENCATATAN

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 91 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP

Bukti Pencatatatian Kajpal Perikanan (BPKP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Bukti Pencatatanan Kapal Perikanan (BPKP) dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN (BPKP)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline

1 [secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Bukti 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Pencatatan Kapal Perikanan kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem

Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Bulkt Pencailtat?n Kapal Perlkgnan. Jika lengkap Berkas permohonan Bukti Berkas permohonan Bukti
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ . . .

2 X o . Pencatatan Kapal Perikanan 15 menit Pencatatan Kapal Perikanan yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, ok ~——— dan Resi dah diperiksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk an hest sudall diperixsa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Bukti Berkas permohonan Bukti .

. . . Berkas permohonan Bukti
Pencatatan Kapal Perikanan dengan menyiapkan Pencatatan Kapal Perikanan . .
3 L . 15 menit Pencatatan Kapal Perikanan yang
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh yang sudah diperiksa . .
i i sudah diverifikasi
Tim Teknis kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berkas permohonan Buktl ' Berkas permohonan ]?:uktl
4 kepada Tim Teknis untuk diverifikasi N Pencatatan Kapal Perikanan 60 menit Pencatatan Kapal Perikanan,
P yang sudah diverifikasi Surat Pengantar, BAP
Memberikan berk h isertai d ek g
emberikan berkas permohonan disertai dengan / Berkas permohonan Bukti
rekomendasi persetujuan jika permohonan \
X .. . . Pencatatan Kapal . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari .
. . . R Perikanan, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pencantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) & ?
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf .
6 |Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Bukti Pencatatan Kapal

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Perikanan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Bukti Pencatatan Kapal Perikanan dan Draf Bukti Pencatatan 5 menit Draf Bukti Pencatatan Kapal
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Kapal Perikanan Perikanan yang sudah diparaf
Draf Bukti Pencatatan Bukti Pencatatan Kapal
Menandatangani Bukti Pencatatan Kapal [ Kapal Perikanan yang . .
8 Perikanan Ij sudah diparaf untuk 5 menit Pferlkanan yang sudah
ditandatangani ditandatangani
. . . . | | Bukti Pencatatan Kapal BUI.{tl Pencatatan Kapal
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . . Perikanan yang sudah
9 . . Perikanan yang sudah 8 menit o M
stempel Bukti Pencatatan Kapal Perikanan . ; diregistrasi, diberi nomor, dan
ditandatangani
stempel
1 ~
Mengarsipkan dan menyerahkan Bukti Pencatatan E;?é;iiica;itazifapal Bukti Pencatatan Kapal
10 |Kapal Perikanan yang asli ke Front Office untuk L yang siap 8 menit Perikanan yang sudah diarsipkan
o diarsipkan dan siap R ;
diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
— . .
Menyerahkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 1 | Bul.<t1 Pencatatan‘ Kapal . Bul.(tl Pencatatan. Kapél
11 Perikanan yang siap 5 menit Perikanan yang siap diserahkan
kepada Pemohon ¢
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menerima Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ( )} Bukti Pencatatan Kapal Bukti Pencatatan Kapal
12 |(mencetak/memprint Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang siap 5 menit Perikanan yang diterima

Perikanan secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 92 /DPMPTSP/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
125/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Rekomendasi Untuk Kegiatan
Penelitian/Riset/Survey/Magang/Pengumpulan Data dan Bakti
Sosial Kepada Masyarakat sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan

Penelitian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan
Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang

Akan Melakukan Penelitian;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Keterangan Penelitian.

: Format Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Penelitian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dern Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tangh Laut,

—H:. FMAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG
OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN PENELITIAN

STANDAR

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 92 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP

Surat Keterangan:-Péefretitian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan Rekomendasi
Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Penelitian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan,;
2. Laporan produk non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT KETERANGAN PENELITIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Surat . Berkas untuk diperiksa
1 . o 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Keterangan Penelitian kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Y;
Menerima dan memeriksa berkas permohonan °
Surat Keter.ang.a n P.enehnan ..J1ka lengkap Berkas permohonan Surat Berkas permohonan Surat
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \ i . i
2 X o . Keterangan Penelitian dan 15 menit Keterangan Penelitian yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak \/ Resi dah diperiksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk est sudall diperixsa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Surat Berkas permohonan Surat
i . i Berkas permohonan Surat
Keterangan Penelitian dengan menyiapkan berkas Keterangan Penelitian yang . i
3 o . T 15 menit Keterangan Penelitian yang
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim sudah diperiksa e R
i sudah diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berkas permohoqap Surat ' Berkas permohon.a'n Surat
4 . . o . N Keterangan Penelitian yang 60 menit Keterangan Penelitian , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi S . .
sudah diverifikasi Pengantar, BAP
) ) ] Tidak va
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r§k0m§gdas1 persetujuan _]{ka permol}onan \ Berkas permohogap Surat ‘ Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Keterangan Penelitian , 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Surat Keterangan Penelitian dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Surat Keterangan Penelitian

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Surat Keterangan Penelitian dan Draf Surat Keterangan 5 menit Draf Surat Keterangan Penelitian
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Penelitian yang sudah diparaf
Draf Surat Keterangan
. . [ | Penelitian yang sudah . Surat Keterangan Penelitian yang
8 |Menandatangani Surat Keterangan Penelitian diparaf untuk 5 menit sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan E: Surat Keterangan Penelitian . Surat Kejtere'\ngan' Pe'neh'Flan yang
9 L . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Surat Keterangan Penelitian yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. lj Surat Keterangan Penelitian .
Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan . Lo, Surat Keterangan Penelitian yang
" . yang siap diarsipkan dan . . .
10 |Penelitian yang asli ke Front Office untuk . . 8 menit sudah diarsipkan dan siap
o siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
— s
Menyerahkan Surat Keterangan Penelitian kepada |j Surat Ketergngan Penelitian . Surat Keterangan Penelitian yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Surat Keterangan Penelitian ( )} Surat Keterangan Penelitian Surat Keterangan Penelitian van.
12 |(mencetak/memprint Surat Keterangan Penelitian yang siap diserahkan ke 5 menit g yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Front Office

Back Office

Tim Teknis

Kabid

Kepala
Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 93 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SESUAI

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
60/DPM-PTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS)
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan

Sesuai Online Single Submission (OSS);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS).



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Sesuai Online
Single Submission (OSS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayansn Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

- H.HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SESUAI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 93 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan | g jyuni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

UL RIVAL, S.Sos, M.Si
. 197002371990091001

Nama SOP Pelayanan Perizindhi\SesualOniine Single Submission (0SS)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik ;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS) dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.







SOP Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pemohon Keterangan
Legl;;.ga Tim Teknis | DPMPTSP Persyaratan Waktu Output &
Mengaj.ukan permohonar.l izin usa.ha/ izin O Dokumen persyar'atan sesuai |Menyesuaikan Permohonan izin usaha/ izin |Permohonan mendapatkan Nomor
1 |operasional atau komersial melalui portal peraturan Menteri tentang NSPK . 1 atau k ial Induk B ha (NIB)
0SS NSPK Kementrian operasional atau komersia nduk Berusaha
. .. H Data permohonan izin Menyesuaikan
Memproses permohonan izin usaha/izin .. . . . Dokumen persyaratan sudah
2 . . usaha/izin operasional atau NSPK Izin usaha dari lembaga OSS
operasional atau komersial . . lengkap
komersial Kementrian
| II 1. Permohonan menyampaikan data
Sesuai dengan persyaratan Menyesuaikan dokumen sesuai dengan komitmen.
3 [Memenuhi pernyataan komitmen yang terdapat pada pemenuhan [NSPK Data dokumen yang Lengkap [2.Pemenuhan Komitmen dipenuhi
komitmen Kementrian sesuai jangka waktu penyelesaian
komitmen.
. - Dokumen verifikasi dan
Melakukan penelitian dan penilaian . o
; . . |Menyesuaikan validasi kebenaran Dalam rangka pengawasan
terhadap pemenuhan komitmen dan Komitmen dan dokumen teknis - .
4 . .. NSPK permohonan periinan serta pemenuhan komitmen permohonan
dokumen teknis serta melakukan perizinan . . . .
. . Kementrian berita acara hasil Izin
pemeriksaan fisik . .
pemeriksaan fisik
— M ik Tim Teknis dapat
Memberikan rekomendasi teknis izin Laporan hasil penelitian dan enyesuaikan A : 1Lt ekns ap.a .
5 .. R . . . NSPK Rekomenasi Tim Teknis merekomendasikan /tidak
usaha/izin operasional atau komersial pemeriksaan fisik . .
Kementrian merekomendasikan
y
Memeriksa rekomendasi Tim Teknis dan - Menyesuaikan . Kepala PPMPTSP dapat
. . Laporan dan rekomendasi Tim Surat Persetujuan Kepala menerbitkan surat
6 |Menerbitkan Surat Persetujuan Kepala . NSPK . . .
Teknis . DPMPTSP persetujuan/tidak menerbitkan
DPMPTSP Kementrian R
surat Persetujuan
1. Upload Komitmen Menyesuaikan
7 Memva'hdas1 permohonar'l izin usaha/izin l | 2. Upload Rekomendasi Teknis |NSPK Izin usaha / 1'zm operasional ~
operasional atau komersial . . atau komersial
3. Upload Surat Persetujuan Kementrian
. .. .. . . .. . Menyesuaikan Izin usaha/izin operasional Izin usaha/izin operasional atau
M ki h 1 1 h; 1
8 enerbit an. izin usaha/izin operasiona zin usaha/ 1z-1n operasiona NSPK atau komersial yang telah di [komersial diterbitkan lembaga OSS
atau komersial atau komersial . .
Kementrian sahkan atas nama Menteri




